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1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang oleh hukum
diakui secara tegas sebagai badan hukum. PT sebagai badan hukum
memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pribadi
pemegang sahamnya. Badan ini juga dapat menggugat dan digugat di
hadapan pengadilan. Konsep mendasar badan hukum yang demikian
seringkali disalah pahami masyarakat pada umumnya dan bahkan oleh
para praktisi hukum. Misalnya, dalam beberapa perkara korupsi di
badan usaha miliki negara (BUMN) yang berbentuk perusahaan
perseroan (Persero), kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perseroan
dikategorikan sebagai kekayaan negara.*

Perseroan terbatas dalam mencapai tujuannya yaitu mencari
keuntungan tidak terlepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab
perseroan berlandaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas
No0.40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar maupun Akta Pendirian.
Perseroan dalam hal ini tanggung jawabnya dikendalikan salah satunya
oleh para pemegang saham. Pasal 3 ayat 1 UUPT No.40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa “Pemegang
saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan

yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas

YJurnal Hukum Bisnis vol.26-no.3 tahun 2007,Jakarta, Tema; Perseroan Terbatas Sebagai Badan
Hukum, Ridwan Khairandy , Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,hal.5.



nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan
melebihi saham yang dimiliki.” Artinya bahwa dalam melakukan
tindakan hukum atas nama PT, sebuah PT diwakili oleh Direksi.
Dengan demikian bahwa jika terjadi sesuatu yang bertentangan dengan
hukum, maka yang harus bertanggung jawab adalah Direksi.>

Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UUPT
tidak berlaku apabila:®
persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak
terpenuhi;
pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk
kepentingan pribadi;
pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau; atau
pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,
yang mengakibatkan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan
kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang

Perseroan.

2Ibid.

3Basir Saleh, Tanggung jawab hukum dan Hak Pemegang Saham dalam Perseroan
Terbatas,www.komiteadudit.or.id/berita-kegiatan-dan-artikel/tanggung-jawab-hukum-dan-hak-
pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas-pt/, dikutip pada tanggal 12 Desember 2019 pukul
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Selanjutnya di dalam ayat (1) UUPT di atas, dinyatakan bahwa
Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi
saham yang dimiliki. Artinya bahwa Pemegang Saham hanya
bertanggung jawab terbatas pada saham yang disetorkannya. Oleh
karena itu badan hukum dalam hal ini setiap organ menjalankan
aktivitas yang berkaitan dengan PT mengacu pada aturan hukum

positifnya.*

Selain itu perseroan adalah badan hukum (legal Person, Legal
Entity), dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan
perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai
pihak seperti manusia. Oleh karena itu badan ini disebut juga badan
hukum artifisial (artificial legal person). Perseroan Terbatas (PT)
adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas (limited
liability) yang mempunyai lima ciri khusus atau karakteristik sebagai
berikut: sebagai personalitas hukum (legal personality); memiliki
tanggung jawab terbatas (limited liability); sahamnya dapat dialihkan
(transferableshares); ada pendelegasian manajemen oleh struktur

dewan direksi; dan kepemilikan oleh investor.®

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar perjanjian.
Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT. Pendirian

Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau

*Ibid.
*Ibid.



pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang
diatur dalam buku Ketiga KUH Perdata, khususnya Bab Kedua,
Bagian Kesatu tentang ketentuan umum perjanjian Pasal 1313-1319
dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320-
1337, serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian Pasal 1338-1341.
Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan
sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” perjanjian. Selain bersifat
kontraktual, juga bersifat “konsensual” (consensuel, consensual)
berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan

Perseroan.®

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT, supaya
perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut Undang-Undang,
pendirinya paling sedikit 2 (dua) “orang” atau lebih. Hal itu ditegaskan
pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUPT alinea kedua, bahwa prinsip
yang berlaku berdasar Undang-Undang ini, Perseroan sebagai badan
hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih

dari 1 (satu) orang pemegang saham.’

Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, agar perjanjian
pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya
kesepakatan (overeenkomst, agreement), kecakapan (bevoegheid,

competence), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal

®Harahap Yahya.Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta:Sinar Grafika,2015),hal.34
"Basir Saleh.Op.Cit.hal.35.



tertentu (bepalde onderwerp, fixed subject matter), dan suatu sebab
yang halal (geoorloofde oorzak, allowed cause). Apabila perjanjian itu
sah, maka berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pendirian
Perseroan itu, mengikat sebagai Undang-Undang kepada mereka.®

Akta pendirian perusahaan adalah dokumen yang disahkan notaris
terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan. Dokumen
tersebut berisikan identitas para pendiri lengkap dengan foto dan
alamat, kesepakatan yang terjadi ketika mendirikan perusahaan
tersebut, serta anggaran dasar yang dipakai sebagai modal awal.®

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Perseroan
Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga
organ ini mempunyai fungsi dan kewenangannya masing-masing,
berikut penjabarannya:*°

Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan
perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud didirikannya perseroan.
Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki
kewarganegaraan  Indonesia  tetapi  juga dapat  memiliki

kewarganegaraan asing. UU PT sendiri tidak mengatur mengenai

8Ibid.

°Ismyuli Tri Retno Kusuma Wardani, Para Pebisnis, Ketahui Dulu Tentang Akta Pendirian
Perusahaan,https://www.finansialku.com/para-pebisnis-ketahui-dulu-tentang-akta-pendirian-
perusahaan/, dikutip pada pukul 23.20 WIB tanggal 11 Oktober 2019

Opbid.



ketentuan warga negara apa Yyang dapat menduduki jabatan
direktur.Namun, dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Tenaga kerja asing
dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau
jabatan-jabatan tertentu”, sehingga dapat diartikan jika tenaga kerja
asing boleh menjadi direktur suatu perusahaan kecuali untuk jabatan
yang mengurusi atau berhubungan secara langsung dengan
kepegawaian atau personalia seperti Direktur HRD. Direksi
mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan
dengan kebijakan yang dipandang tepat dengan batas yang ditentukan
oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Selain itu, direksi
mempunyai kewajiban untuk:*!

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan
risalah rapat direksi.

2. Membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS.

3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan
di atas dan dokumen Perseroan lainnya.

Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya kepada
Perseroan ataupun usaha Perseroan kepada Direksi. Ketentuan ini
terdapat dalam Pasal 108 UUPT. Komisaris yang melakukan

pengawasan mempunyai beban tanggung jawab yang sama dengan

1 Amania Nadhia, 3 Organ Penting Perseroan Terbatas, https://elson.co.id/2017/03/3-organ-
penting-perseroan-terbatas/, dikutip pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 09.41 WIB



Direksi. Kewajiban mengenai tugas komisaris terdapat dalam Pasal
116 UUPT.

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan
eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS adalah organ perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang
ini dan/atau anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan untuk
mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat
dalam UUPT, mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan
forum yang terdapat dalam UU PT, dan menyetujui penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan
pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran

Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT.

Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada maka PT tidak dapat
didirikan atau harus terjadi perubahan anggaran dasar dikarenakan
dalam UUPT telah disebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS,

Direksi dan Dewan Komisarsi.'?

Selanjutnya terdapat Perseroan Terbatas Tertutup dan Terbuka.
Maksudnya dalam hal pereroan terbatas terdapat statusnya dan sudah
diatur Undang-Undang. Terdapat perbedaan antara Perseroan Tertutup

dan Terbuka, Pertama, pengertian Perseroan Terbuka menurut Pasal 1

2|id.



angka 7 UU PT ada yaitu perseroan Publik adalah Perseroan yang
memenuhi Kkriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal. Selain itu Perseroan yang melakukan penawaran umum yaitu
emiten yang melakukan kegiatan penawaran efek untuk menjual efek
kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-
Undang dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan Perseroan Tertutup
adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan
sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah
pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham
dari suatu perusahaan publik. Kedua, saham Perseroan Terbuka
terdaftar dalam bursa efek. Sedangkan Perseroan Tertutup tidak
terdaftar dalam bursa efek. Ketiga, Istilah Pemegang Saham minoritas
Perseroan Terbatas Terbuka pemegang saham yang sahamnya dalam
perseroan terbuka tidak terlalu banyak disebut pemegang saham
independen. Dalam hal perseroan terbuka melakukan merger, akuisisi,
atau konsolidasi maka harus memperhatikan kepentingan dari
pemegang saham independen. Sedangkan Perseroan Terbatas Tertutup
pemegang saham yang sahamnya dalam perseroan tertutup tidak
terlalu banyak disebut pemegang saham minoritas. Dalam hal
perseroan tertutup melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi tidak
harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas, tapi

pemegang saham minoritas dapat meminta agar sahamnya dibeli



dengan harga yang wajar (Pasal 62 Ayat 1 UUPT). Hal ini karena
adanya prinsip “one share one vote” atau setiap saham mempunyai
satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84
UUPT).13

Perseroan Terbatas sebagai korporasi (corporation), yakni
perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif
yang melekat pada dirinya, yakni sebagai sebuah korporasi yang eksis
atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas
status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham
dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak Ketiga.
Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang
bersangkutan. Bahkan, bagi PT yang masuk dalam kategori PT
Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (listed), terdapat
kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut. Perusahaan menyusun
rencana penawaran umum yang harus mendapatkan persetujuan baru
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS itu akan
menjadi landasan hukum untuk melakukan penawaran umum. RUPS
juga akan memutuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) perusahaan.**

Suatu Perseroan dapat dikatakan sebagai Perseroan Terbatas
Terbuka dikarenakan statusnya berubah dari tertutup menjadi terbuka

dan sudah melalui proses hukum atau dalam hukum pasar modal

13Tampubolon Boris, Perbedaan Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup, https:/
konsultanhukum.web.id/perbedaan-perseroan-terbuka-dan-perseroan-tertutup/, pada tanggal 12
Desember 2019 pukul 07.15 WIB

14Nasarudin Irsan,Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta:Kencana Prenadamedia
Group,2014),hal.216.



disebut dengan IPO (Initial Public Offering). Dalam hal ini perseroan
terbatas mendaftarkan namanya pada lembaga BEI (Bursa Efek
Indonesia). Pengaruh dari pada terdaftarnya suatu perseroan dalam
lembaga tersebut yaitu mendapat keuntungan dari hasil transaksi jual-
beli saham dihadapan masyarakat.

Perusahaan yang akan mencari dana tambahan dari masyarakat
melalui pasar modal maka perusahaan tersebut harus melakukan suatu
proses going public atau go public. Pada hakekatnya perusahaan yang
go public adalah perusahaan yang membuka diri terhadap
keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya
bersifat tertutup, baik dengan cara pemilikan maupun dengan

penetapan kebijakan pengelolaan perusahaannya.

Sedangkan dari sisi kepemilikan investor dalam perseroan terbatas
menjadi unsur penting. Hukum perusahaan pada pokoknya dibuat
untuk memudahkan investor-owned firms, yaitu perusahaaan yang
kedua elemen kepemilikannya terikat pada investasi modal dalam
perusahaan. Lebih khusus, dalam investor-owned firms, baik hak untuk
berpartisipasi dalam pengendalian yang secara umum mencakup hak
voting dalam pemilihan direksi dan hak voting untuk menyetujui

transaksi yang penting dan hak untuk menerima penghasilan residual

10



perusahaan, atau keuntungan, sesuai dengan proporsi jumlah modal
yang dimasukkan investor ke perusahaan.®

Dominasi kepemilikan saham dalam perusahaan-perusahaan besar
merefleksikan beberapa efisiensi keuntungan yang menarik perhatian.
Salah satunya yaitu, di antara banyaknya partisipan dalam perusahaan,
investor seringkali merupakan pihak yang sulit untuk mendapatkan
perlindungan melalui sarana kontraktual. Selain itu, investor yang
memiliki kepentingan homogen di antara mereka sendiri, sehingga
meminimalkan potensi konflik yang membutuhkan biaya besar di
antara para pihak yang bersama-sama mengelola perusahaan.*®

Adanya saham yang dapat dialihkan (transferable shares) menjadi
keuntungan tersendiri bagi Perseroan Terbatas Terbuka. Pengalihan
saham secara penuh dalam kepemilikan merupakan salah satu
karakteristik korporasi yang membedakan korporasi dari persekutuan
perdata dan badan hukum lain yang sejenis. Sifat dapat dialihkan
(tranferability) ini membuat perusahaan mampu melakukan kegiatan
bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika pemilik perusahaan itu
berganti. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan likuiditas
kepentingan pemegang saham dan memberikan kemudahan bagi
pemegang saham dan memberikan kemudahan bagi pemegang saham
untuk membangun dan mempertahankan diversifikasi investasi

portofolio mereka. Pengalihan saham secara penuh (fully transferable

3Ibid.hal.11.
81bid.
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shares) tidak sama dengan saham yang diperdangangkan secara bebas
(freely tradable shares). Sifat dapat diperdagangkan dengan bebas
memaksimalkan likuiditas kepemilikan saham dan kemampuan
pemegang saham untuk mendiversifikasi investasi mereka. Sifat
tersebut juga memberikan fleksibilitas yang maksimal dalam
meningkatkan modalnya. Sifat dapat diperdagangkan dengan bebas
dapat pula membuat perusahaan kesulitan dalam mempertahankan
kontrol penyusunan perundingan.’

RUPS Perusahaan Terbuka memiliki kompleksitas dan
permasalahan yang rumit dibandingkan dengan Perseroan Tertutup.
Hal ini terjadi, karena jumlah pemegang sahamnya jelas lebih banyak,
yaitu minimal harus 300, namun di dalam prakteknya lebih dari itu dan
bahkan hingga dapat ribuan, sehingga tidaklah — mudah
mengkoordinirnya. Termasuk tempat kedudukan para pemegang
saham yang tidak di Indonesia dan bahkan dapat di luar negeri
menjadikan tidak mudah mengundang dan bertemu dalam satu waktu
tertentu dan bersamaan dalam RUPS, sehingga usaha mengumpulkan
dalam RUPS membutuhkanlah usaha dan daya yang ekstra
penyelenggaraan RUPS. Yang membedakannya dengan RUPS
Perusahaan Terbuka adalah bahwa RUPS Perusahaan Terbuka harus
selalu dihadapan Notaris. Tanpa dihadapan Notaris yang terdaftar di

Pasar Modal, RUPS Perusahaan Tertutup tidak mungkin dapat

7Ibid.hal.10.
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dilaksanakan. Artinya, RUPS dihadapan Notaris menjadi wajib. Untuk
Perseroan Terbuka, disamping harus memperhatikan Pasal 75-91
UUPT, tetapi juga berpegang kepada ketentuan keputusan Ketua
Bapepam No.Kep-60/PM/1996, Peraturan Nomor [IX.1.1 tentang
Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17
Januari 1996 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana
telah diubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017
tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
N0.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.'®

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ
yang sangat penting dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dalam
perseroan oleh karenanya RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam
suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris, dan atau dibuat dalam
bentuk notulen rapat, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian
akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang selanjutnya
disebut sebagai akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang

saham.®®

8Agus Riyanto, TATA LANGKAH RUPS PERUSAHAAN TERBUKA, https://business-
law.binus.ac.id/2018/07/26/tata-langkah-rups-perusahaan-terbuka/ , pada tanggal 12 Desember

2019 pukul 18.17 WIB.
PMertokusumo Sudikno.Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris,(Jakarta:Pustaka Sinar
Harapan,2004),hal.25.
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Salah satunya Perseroan Terbatas yang pernah melakukan proses
IPO atau statusnya sampai saat ini masih terbuka yaitu Perusahaan
Bayan Resources Tbk. Pada 04 Agustus 2008, BYAN memperoleh
pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran
Umum Perdana Saham BYAN (IPO) kepada masyarakat sebanyak
833.333.500 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga
penawaran Rp5.800,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan

pada BEI pada tanggal 12 Agustus 2008.%°

Bayan Group dibangun berdasarkan minat bisnis Direktur Utama
dan Pendiri Bayan Group, Dato’ Dr. Low Tuck Kwong, bermula di
Indonesia pada tahun 1973 saat beliau mendirikan PT. Jaya Sumpiles
Indonesia (JSI) sebagai kontraktor pekerjaan tanah, pekerjaan umum,
dan struktur kelautan. JSI dengan cepat menjadi perintis dalam
pekerjaan fondasi tumpuk (pile foundation) yang kompleks dan
menjadi kontraktor terkemuka di Indonesia di bidang-bidang di atas

selama era 1980an dan 1990an.

PT.Bayan Resources Thk mengadakan RUPSLB pada tanggal 30
Desember 2019. RUPSLB tersebut diselenggarakan di Gedung Office
8 Lantai 37, Sudirman Central Business District Lot 28, Jalan Jendral
Sudirman Kav 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B). Agenda yang dibahas

pada RUPSLB ini yaitu pertama persetujuan atas transaksi material

https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-byan/, Sejarah dan Profil
Singkat BYAN (Bayan Resources Thk), pada pukul 10.00 WIB

14


https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-byan/

yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa penerbitan surat utang
dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh
Perseroan selaku penerbit melalui penawaran kepada investor di luar
wilayah Negara Republik Indonesia dan akan dicatatkan di Singapore
Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST), serta pemberian
jaminan perusahaan (corporate gurantee) atau bentuk jaminan lainnya
oleh Perseroam dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk menjamin
penerbitan surat utang oleh Perseroan (“Rencana Transaksi”), yang
merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan Bapepam-
LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-
614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (‘“Peraturan Nomor [X.E.2”).
Kedua mata acara rapat membahas persetujuan atas rencana Perseroan
dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan
perusahaan (corporate gurantee) dan/atau menjaminkan seluruh atau
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan
Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang
Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan rencana
pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis  tertarik membahas mengenai RUPSLB PT.Bayan
Resources. Thk karena dalam RUPSLB pejabat notaris memiliki peran

yang berbeda dengan RUPS PT Tertutup. Maksudnya pada RUPSLB
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Perseroan Terbuka memiliki perbedaan dengan Perseroan Tertutup,
salah satunya pelaporan Perseroan terhadap aksi korporasi kepada
pemegang saham minoritas. Selain itu, PT.Bayan Resources
mengadakan RUPSLB dilaksanakan bertepatan pada tanggal 30
Desember 2019.

Notulen RUPSLB dalam hal ini tentunya dibuat oleh seorang
notaris yang sudah terdaftar oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Selain itu pihak perseroan menunjuk notaris tersebut dalam
pelaksanaan peristiwa hukum terutama menyangkut aksi korporasi.
Produk yang dibuat oleh notaris yaitu berupa berita acara.

Kegiatan Notaris di pasar modal antara lain membuat perubahan
anggaran dasar dalam rangka penawaran umum emiten atau
perusahaan publik, pembuatan berita acara atau keputusan rapat umum
pemegang saham, pembuatan kontrak investasi kolektif dan/atau
pembuatan kontrak dan perjanjian lain di pasar modal.?

Peran notaris tetap membuat akta otentik dalam acara RUPS. Suatu
otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang

untuk itu di tempat akta itu dibuat.??

ZINormand Edwin Elnizar, POJK Notaris Pasar Modal Pertahankan Pungutan Notaris, INI
Bersikeras Minta Revisi, https://www.hukumonline.com/berita/baca/It5aa3547f89bc0/pojk-notaris-
pasar-modal-pertahankan-pungutan-notaris--ini-bersikeras-minta-revisi/, dikutip pada pukul
22.33 WIB, pada pukul 11 Oktober 2019

22Tim Viva Justicia,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Yogyakarta:Genesis
Learning,2016),hal .572.
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Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris tahun 2014, Akta
Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Sehingga, ada 2 (dua) macam/golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat)
Akta ini disebut juga akta berita acara. Yaitu akta yang dibuat oleh
notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu
tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau
disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai
notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan
terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2. Akta yang dibuat dihadapan notaris/akta pihak (akta partij)
Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa
yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap
kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.??

Peran Pejabat Notaris dalam membuat Akta Autentik salah satunya
merupakan suatu hal yang diinginkan oleh para pihak yang
memerlukan untuk dijelaskan dalam akta notaris. Dalam tesis ini,
Penulis dari segi penyelenggaraan RUPS, sejak sebelum dimulainya

RUPS hingga berakhirnya RUPS. Tahap sebelum dimulainya RUPS

ZGhufrani Khusuma Purnamasari, Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang
Dibuat di Hadapan Notaris, https://www.dictio.id/t/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-
dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/51223, dikutip pada pukul 23.32 WIB tanggal 11
Oktober 2019.
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https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-rapat-umum-pemegang-saham-rups/119824
https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-perseroan-terbatas-pt-di-dalam-hukum/3497
https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-perseroan-terbatas-pt-di-dalam-hukum/3497
https://www.dictio.id/t/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/51223
https://www.dictio.id/t/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/51223
https://www.dictio.id/t/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/51223
https://www.dictio.id/t/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/51223

seperti diedarkannya pengumuman pada BNRI. Selanjutnya pada
tahap hari RUPS pihak notaris dan perseroan juga berperan menjalani
RUPS sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain
itu pada saat setelah RUPS berakhir, peran notaris seperti membuat
perubahan dokumen/akta dan perseroan berperan untuk melakukan
keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Organ PT dan notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk
melaksanakan rapat umum pemegang saham yang sudah diatur secara
hukum. Peran direksi baru sebagai pengganti direksi yang lama harus
mengikuti apa yang sudah diatur dalam Akta Rapat Umum Direktur
yang disusun oleh para pihak dan direktur baru lainnya dengan
memenuhi setiap hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya
terhadap perseroan terbatas berdasarkan hukum positifnya, sedangkan
notaris tidak hanya sebagai pejabat umum yang membuat Akta Rapat
Umum Pemegang Saham saja namun juga memiliki peran dalam
memastikan status hukum Akta Rapat Umum Pemegang Saham salah
satunya seperti mendaftarkan perubahan akta ini kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM).

Para Pemegang Saham yang menjabat di periode sebelumnya
maupun Pejabat Notaris wajib melaksanakan tugas dan perannya
sesuai aturan hukum perseroan terbatas dan peraturan jabatan notaris
yang berlaku dalam pembuatan ataupun perubahan akta tersebut dan

harus mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan perseroan
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terbatas mereka, menjalankan perubahan Akta Rapat Umum
Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham wajib
dilaksanakan sebagai kewajiban direktur yang menjabat di periode
sebelumnya dan calon direktur yang akan menjabat pada periode hari
RUPS diselenggarakan serta Pejabat Notaris sesuai perannya yang
dilakukan dengan itikad baik untuk tidak melanggar aturan yang ada
dan tujuan perseroan terbatas yang berdasarkan secara tertulis saja.

Praktiknya menjalankan tugas dan peran sebagai organ PT maupun
Pejabat Notaris tentu saja tidak selamanya selaras seperti apa yang
diatur berdasarkan hukum positif, namun kerap kali terdapat berbagai
macam pelanggaran hukum dalam pembuatan dan perubahan Akta
Rapat Umum Pemegang Saham serta pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham antara Para Pemegang Saham baru dan lama serta
Pejabat Notaris atau salah satu pihak melalaikan peran dan tugasnya.
Dalam perencanaan perubahan suatu Akta Rapat Umum Pemegang
Saham hingga pada keluar hasil Rapat Umum Pemegang Saham
seperti ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, selain itu hal ini
tentu dapat menjadi jalan keluar mengurangi kerugian bagi Pemegang
Saham lama dan baru supaya menjadi bertambah keuntungan yang
diperolehnya.

Oleh karena itu dengan dilatarbelakangi dan didasari uraian di atas,
maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tesis dengan judul

“PERANAN NOTARIS DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT
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UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN
TERBATAS TERBUKA”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, dapat kiranya
dirumuskan dalam suatu permasalahan, yaitu:
1. Bagaimanakah prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Terbuka?
2. Bagaimanakah peranan notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas Terbuka?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis prosedur penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Terbuka.
2. Untuk menganalisis peranan notaris dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Terbuka.
1.4  Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1. Diharapkan  dapat  memberi  sumbangan pemikiran  untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum,
Khususnya mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas Terbuka.
2. Sebagai tambahan bahan kepustakaan mengenai peranan notaris dalam
mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Terbatas Terbuka.
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1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
Terbuka.

2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi
dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai peranan notaris
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
Terbuka

1.5  Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan
gambaran yang lebih jelas antara lain sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang,
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tinjauan pustaka mengenai Definisi
Perjanjian, syarat sahnya perjanjian,Badan Hukum Perseroan Terbatas
,PT, Organ PT, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas
Terbuka Tahunan dan Luar Biasa, PT Terbuka, Pengumuman PT,
Mata Acara RUPS, Tempat Pelaksanaan RUPS, Penyelenggara RUPS,
Pemanggilan RUPS, Risalah RUPS, transaksi material, Perubahan

Anggaran Dasar, dan Peranan Notaris.
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BAB 11l METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas metode yang digunakan penulis dalam
penulisan tesis ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum
normatif dengan Pendekatan Undang-Undang. Sifat penelitian dalam
penulisan yaitu sifat analisis kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis menganalisis prosedur penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
Terbuka dan peranan notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas Terbuka.

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini adalah suatu bab penutup yang terdiri dari

kesimpulan dan saran.
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